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a.

BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan
mengenai pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya
ketentuan pengecualian lamanya perjalanan dinas
untuk penunjang kegiatan, maka Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non
Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan
perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 35
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daeran Tahun 2016 Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

. Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun
2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non

Pegawail atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayvat {4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Jenis perjalanan dinas dibagi menjadi perjalanan dinas dalam

(2)

daerah, perjalanan dinas luar daerah.

Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan anggota DPRD, Suami/isteri pejabat negara, Pegawai
Negeri Sipil, PPPK dan non Pegawai {orang pribadi) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h di
atas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar
daerah diatur berdasarkan azas kepatutan dengan ketentuan :

a. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi dalam rangka
pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kegiatan lainnya
tidak melebihi dari 1 {satu) hari, kecuali untuk kabupaten/kota
yang transportasinya sulit dan/atau menggunakan moda
transportasi khusus. ,

b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi dalam rangka
pelaksanaan koordinasi dan konsultasi serta kegiatan lainnya
tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat
dan tanggal kembali;

c. Perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan atau ke desa
dalam wilayalh Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu)
hari.

Pengecualian dari ketentuan ayat (3) di atas adalah meliputi
kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional, survey, pemungutan pajak daerah, uji
tera, pelayanan khusus kepada masyarakat, pameran/promosi
daerah, pendamping/peserta tim kabupaten (kesenian, olahraga
dan tim lainnya}, mengikuti kursus, bimbingan teknis, on the job
training, kaji terap, pelatihan kedinasan lainnya, kunjungan kerja
dan studi banding serta dibuktikan dengan bukti yang sah.



(5) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat yang
berwenang dengan melampirkan dokumen kegiatan berkenaan.

(6) Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 8 Maret 2017.
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.
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